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ABSTRACT 

 

Accountability, Transparency, and Participation in Village Fund 

Management (A Case Study In The Village in Natar Sub-district, South 

Lampung District). 

 

By 

 

ROBIANSYAH EKA PRATAMA 

 

This research aims to examine how the application of accountability, 

transparency, participation, and management of village funds in villages Natar 

District South Lampung regency. The sample in this research is obtained by using 

purposive sampling method. 

 

Based on the existing criteria, obtained 32 respondents who became the sample of 

research spread over 22 villages in Kecamatan Natar. 

 

The results of the research indicate that the management of village funds in 

villages in Natar Sub-district of South Lampung District is good enough to apply 

the principles and rules of accountability. However, for the principle of 

transparency, and participation in the management of village funds has not been 

maximally implemented either from the village government side or from the 

community side. 

 

 

Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Management of 

village funds 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 

 

Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa 

(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). 

Oleh 

 

ROBIANSYAH EKA PRATAMA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sampel pada penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 32 responden yang menjadi sampel 

penelitian yang tersebar di 22 desa di Kecamatan Natar. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa 

yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk 

menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip 

transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal 

dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat. 

 

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengelolaan Dana 

Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  tentang desa, desa 

diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan 

daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian 

wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa. 

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari 

sistem penyelenggaran pemerintahan.  Melalui desa, pemerintah pusat mampu 

mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan dan 

cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi 

dan pada akhirnya kepada pemerintah desa.  Desa merupakan bagian dari sistem 

pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap 

pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah 

desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. 
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Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa.  Penataan desa 

bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat 

peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.  Good Governance 

merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja pemerintahan desa 

melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap pengelolaan dana desa dengan mendasarkan pada kerangka 

peraturan.  Konsep Good Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan 

desa yang lebih transparan bagi semua kepentingan baik pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa.  Bila konsep ini 

diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan pemerintahan desa akan 

terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan 

akan mensejahterahkan masyarakat (Prasojo dan Kurniawan, 2008).  

Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999) adalah suatu konsep 

pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh 

pemerintahan yang baik.  Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab 

(2002) menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan 

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang 

langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi 

tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan 
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Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, 

sector dan masyarakat (Effendi,1996). 

Berdasarkan pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan bank dunia yang 

sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara 

termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka menuntut penggunaan 

konsep Good governance sebagai kepemerintahan yang baik relevan dan 

berhubungan satu dengan lainnya.  Ide dasarnya sebagaimana disebutkan 

Tangkilisan (2005) adalah bahwa negara adalah institusi yang legal formal dan 

konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai 

regulator maupun sebagai agent of change.  Dalam pelaksanaan good governance 

yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu 

pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh 

mencapai hasil yang dikehendaki shareholders. 

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam 

mewujudkan good governance (Osborne dan Geabler, 1992, OECD dan World 

Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah: 

1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, 

lingkungan, ekonomi, dan social. 

2)  Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta 

pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi 

masyarakat. 



4 
 

3)  Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang 

dititipi  amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun 

kegagalan kepada  penitip amanah sampai yang memberi amanah puas.  

Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan 

sanksi. 

Dalam penelitian Ni Wayan Rustiarini (2016) tentang good governance dalam 

pengelolaan dana desa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di 

Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang 

diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara.  Apabila dikaitkan dengan makna dan hakikat pengelolaan sesungguhnya, 

masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan 

pembangunan desa tidak terarah.  Perencanaan dan penganggaran juga belum 

sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi 

menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. 

Terdapat berbagai desa yang  mencoba menerapkan prinsip good governance 

antara lain desa yang berada di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Desa yang 

ada di Kecamatan Natar antara lain desa Bandar Rejo, Banjar Negeri, Branti Raya, 

Bumi Sari, Candi Mas, Haduyang, Hajimena, Krawang Sari, Mandah, Merak 

Batin, Muara Putih, Natar, Negara Ratu, Pancasila, Pemanggilan, Purwosari, Rejo 

Sari, Rulung herok, Rulung Raya, Sidosari, Sukadamai, dan desa Tanjung Sari. 

Berdasarkan latar belakang di atas masalah penelitian ini adalah bagaimana good 

governance dalam pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-
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Undang No. 6 Tahun 2014 dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaannya terletak pada 

objek yang digunakan pada penelitian.  Objek penelitian ini adalah desa yang 

berada di Kecamatan Natar Lampung Selatan.  Berdasarkan uraian di atas, maka 

judul penelitian ini adalah “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam 

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Lampung 

Selatan)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akuntanbilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Natar 

Lampung Selatan ? 

2. Bagaimana transparansi informasi pengelolaan dana desa di desa di 

kecamatan Natar Lampung Selatan ? 

3. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di 

kecamatan Natar Lampung Selatan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa dikecamatan Natar 

Lampung Selatan. 
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2. Untuk mengetahui transparansi informasi pengelolaan dana desa di 

kecamatan Natar Lampung Selatan. 

3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di 

kecamatan Natar Lampung Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian 

ini: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada 

mengenai konsep good governance terhadap masyarakat. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam 

praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki 

praktik good governance yang sudah ada selama ini.  Selain itu diharapkan 

dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut mengawasi 

pengelolaan dana desa. 

3. Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai 

implementasi good  governance pada  instansi pemerintahan khususnya 

pemerintahan desa. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, Presiden of the World 

Bank (1999), terdapat dua teori utama yang terkait denganCorporate Governance 

adalah stewardship theory dan agency theory (Hardikasari, 2011).  Stewardship 

theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa 

manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak denganpenuh 

tanggung jawab memiliki integrasi, dan kejujuranterhadap pihak lain.  Dengan 

katalain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya 

untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya 

maupun shareholders pada khususnya. 

Menurut Zimmerman (1977) agency problem juga ada dalam konteks organisasi 

pemerintahan.Rakyat sebagai principles memberikan mandat kepada pemerintah 

sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.  Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut principles 

karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen 

karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari 

teori ini, principles baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan 
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kepada agen baik pemerintah maupun para politisi.  Politisi sebagai principles 

juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah. 

Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agendapat dilihat 

dalam politik demokrasi.Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah 

agen mereka.Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen 

mereka.  Pejabat pemerintahan adala  prinsipal, pegawai pemerintahan adalah 

agen mereka.  Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, 

dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan.  Nyoto dan Fadzil (2011) 

juga menyatakan bahwa  terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah.  Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah 

daerah bertindak sebaga agen.Hal  inidikarenakan, Indonesia sebagai negara 

kesatuan,  pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai 

pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.  

Dalam konteks teori signalling, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal 

yang baik kepadarakyat (Evans dan Patton, 1987).  Tujuannya agar rakyat dapa  

terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat 

berjalan dengan baik.  Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk 

memberikan sinyal kepad  rakyat.  Kinerja pemerintahan yangbaik  

perludiinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban 

maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.  

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah 

(perda).Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi 

legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan 
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Abdullah, 2006).Menurut Fadzil dan Nyoto (2011), hubungan keagenan 

menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti 

oportunistik, moral hazard, dan adverse selection.Perilaku oportunistik dalam 

proses penganggaran contohnya,  

1) Anggaran memasukkan program yang berorientasi publiktetapi sebenarnya 

mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka 

pendek mereka. 

2) Alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat 

dalam posisi politik terutama menjelang proses  pemilihan, yaitu program 

yang menarik  bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya. 

 

2.1.1 Corporate Governance 

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan 

kepemerintahan.Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat.  Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang 

sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara 

pemerintahan.  Dengan bergesernya paradigma dari government kearah 

governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan 

keseimbangan antara pemerintah, sector swasta, dan masyarakat madani (civil 

society), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik 

yang disebut dengan kepemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002). 

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata  kelola yang baik dalam 

penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip 
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tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran (Santosa,2008). 

2.1.2 Good Governance dan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Teori  

Terminologi governance populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia 

tahun 1989.Setelah publikasi tersebut, istilahgovernancedigunakan sebagai 

kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara 

berkembang.  Berbeda dengan terminologi governanceyang hanya meliputi 

bentuk institusional-formal negara dan birokrasi, istilahgovernance meliputi 

proses dinamis manajemen, hubungan  institusi dan organisasi, serta hubungan 

pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta.  Dapat dikatakan 

bahwa terminologigovernancedisini merupakan tradisi, institusi, dan proses 

determinasi  penyelenggaraan kekuasan negara yang melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik 

(Prasojo dan Kurniawan, 2008). 

Konsepgood governance di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa.Good governancedianggap sebagai paradigma baru 

manajemen atau administrasi pembangunan.  Peran inimenempatkan pemerintah 

sebagaiagent of change dari perkembangan masyarakat, terutama di negara 

berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai agent of development karena 

perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Kemendagri, 2016). 

Perubahan paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak 

sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim 

kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan 
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bertanggungjawab.Good governance juga sering dipersepsikan sebagai 

kepemimpinan yang baik (Nofianti dan Suseno, 2014).Kurtz dan Schrank (2007) 

menyatakan adanya keterkaitan antara good governance dengan kualitas aparatur 

pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi 

profesional dan etika diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Ali, 2002). Tiga pilar 

elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkangood 

governance(Osborne dan Geabler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan 

BPKP, 2006 dalam Zeyn,  2011) adalah: 

1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, 

lingkungan, ekonomi, dan social. 

2) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta 

pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi 

masyarakat. 

3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang 

dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun 

kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. 

Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan 

sanksi. 

 

2.1.3 Dana Desa dan Antisipasi Penyelewengan  

Dana desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mengakselerasi 

pertumbuhan dan pembangunan desa.Namun dibalik dampak positif 

yangdiberikan, tersimpan potensi bahaya korupsi didalamnya.  Siap atau tidak 
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siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan 

dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun 

perencanaan kebutuhan sumberdaya, proses pelaksanaan sampai pada penentuan 

indikator pelaksanaan kegiatan.Perangkat desa juga harus memahami sistem 

sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada 

publik.Apabila kepala desa tidak berhati-hati atau tidak mampu mengatur dan 

melaporkan sesuai aturan pemerintah, konsekuensinya bisa berhadapan dengan 

sanksi hukum. Kekhawatiran aparat desa atau kepala desa untuk menggunakan 

dana tersebut mesti diantisipasi dengan mengikuti aturan (Kompas, 2015).  

Good governance merupakan salah satu bagian isu kebijakanstrategis di Indonesia 

yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah (Santoso dan 

Pambelum, 2008), termasuk Good Governance dalam pengelolaan dana desa pada 

pemerintahan desa. Perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada 

bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002).  Dalam bidang ekonomi, perbaikan 

kinerja instansi pemerintahakanmendorong perbaikan iklim investasi, 

sedangkandalam bidang politik perbaikan kinerja instansi pemerintah akan 

mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan 

demikian, konsepgood governanceharus senantiasa diaplikasikan dalam setiap 

aktivitas pada instansi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana 

desayang ditekankan pada penelitian ini. 

Saat ini good governance tidak hanya didominasi pemerintah semata.  Masyarakat 

mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan.  Komponen masyarakat dan 

pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan good governance, khususnya 

dalam pengelolaan dana desa.  Apabila aparat desa mengalami keterbatasan 
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sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak 

akademisi atau lembaga profesional.Akademisi berbagai perguruan tinggi 

berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. 

Kementrian desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun 

kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam 

melakukan pendampingan.  Peningkatan anggaran desa diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.  Hasil akhir yang 

diharapkan dari program ini adalah terciptanya desa yang berkualitas sebagai 

input yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi desa lainnya.  

Berdasarkan pemahaman atas kondisi riil itulah kemudian dimusyawarahkan 

suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidakberesan dalam mengelola 

program desa.  Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil Penelitian 

1. Ni Wayan Rustiarini 

(2016) 

 

Pengelolaan 

dana desa 
 

Good 

Governance 

Pelaksanaan 

pengelolaan dana 

desa sesuai 

mekanisme prinsip 

good governance. 

2. Titiek Puji Astuti 

dan Yulianto  

(2015). 

Pengelolaan 

dana desa 

 

Good 

Governance 

Dalam penjabaran 

UU Desa, salah satu 

instrumen yang 

mendasar adalah 

dengan 

dialokasikannya 

dana desa yang 
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bersumber dari 

APBN, sebagai 

pengejawantahan 

paradigma desa 

membangun, yang 

memberikan 

kewenangan 

sepenuhnya kepada  

desa dalam 

membangun 

kesejahteraan 

masyarakat desa. 

3. Anas Heriyanto 

(2015). 

Good 

Governance 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Desa 

Upaya Pemerintah 

Desa Triharjountuk 

mengatasi hambatan 

penerapan prinsip-

prinsip good 

governance dalam 

tata kelola 

pemerintahan Desa  

Triharjo yaitu 

peningkatankapasita

skemampuanPerang

kat desa melalui 

pendidikan dan 

pelatihan yang 

berkesinambungan 

dan pembentukan 

BUMDes  (Badan  

Usaha Milik Desa). 

4. Riyanto, T (2015). Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa 

Akuntabilitas 

Finansial 

Akuntabilitas 

Finansial dalam 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di 

Kantor  

Desa Perangat 

Selatan mulai dari 

pelaksanaan sampai 

dengan pencapaian  

hasilnya dapat 

dipertanggungjawab

kan di depan seluruh 

pihak Pemerintah 

Desa, namun belum  

dapat 

dipertanggungjawab

kan kepada seluruh 

masyarakat desa. 
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5. Tumbel, S.M (2016). Pengelolaan 

Dana Desa 

Partisipasi 

Masyarakat 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

perencanaan 

pembangunan, 

pelaksanaan 

pembangunan, dan 

evaluasi masih 

sangat rendah 

 

2.3 Model Penelitian 

Kerangka pemikiran mengenai penelitian ini digambarkan dengan model 

penelitian sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu 

antara dua variabel atau lebih.Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis sebagai 

jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan 

pengujian secara empiris (Indriantoro & Supomo, 2014). 

 

Akuntabilitas 

Transparansi 

Partisipasi 

Pengelolaan Dana 

Desa 
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2.4.1 Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum 

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta  keteranganatau pertanggungjawaban.  Dalam pelaksanaan 

akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

e) Harus  jujur, objektif, transparan daninovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan 

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN 

dan BPKP 2000). 

2.4.2 Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa 

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.Sedangkan yang 

dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 
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pemerintah yang dapat di jangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan 

akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat 

berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas, 2003). 

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti 

berikut: 

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi darisemua 

proses pelayanan publik. 

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam 

sektor publik. 

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani 

(Bappenas, 2003). 

 

2.4.3 Partisipasi dan Pengelolaan Dana Desa 

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warganegara 

mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun 

melaluiintermediasi institusi legitimasi yangmewakili kepentingannya.Partisipasi 

ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi 

secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan 

dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.Partisipasi 

masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk 

mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan 

di desa.Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk 
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mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator 

partisipasi masyarakat dalam pengganggaran menurut Sulistionidan Hendriadi 

(2004) dalam Taufik (2013) mencakup hal-hal berikut:  

a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan 

program dan pengambilan keputusan anggaran. 

b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga 

independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan 

sebagai mediacheckand balances. 

c) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi 

warga pada proses penganggaran.  Hal ini mengingat kesenjangan yang 

tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif 

dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif.  Moleong (2005), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan 

menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang 

berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan 

latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan, sehingga penelitian ini tergolong pada tipe 

penelitian deskriptif.  Menurut Suryabrata (2012) penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang bertujuan  untuk membuat penggambaran secara sistematis, 

factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu. 
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3.2 Indikator Penelitian 

3.1.1 Akuntabilitas 

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang 

akuntabel dapat digunakan beberapa yang telah di sesuaikan.  Indikator 

Akuntabilitas menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu : 

Tahap Perencanaan 

No. Indikator No Kuisioner 

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 

berkenaan. 

1 

2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. 

2 

3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa 

untuk dibahas dan disepakati bersama. 

3 

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

disepakati bersama  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

4 

 

Tahap Penatausahaan 

No Indikator No Kuisioner 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 5 

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup 

buku setiap akhir bulan secara tertib. 

6 

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan 

uang melalui laporan pertanggungjawaban. 

7 

4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3)  

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

8 
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Tahap Pelaporan 

No. Indikator No Kuisioner 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa 

laporan semester pertama, dan laporan semester akhir 

tahun. 

9 

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. 

10 

3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

11 

4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

12 

 

Tahap Pertanggungjawaban 

No. Indikator No Kuisioner 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 

setiap akhir tahun anggaran. 

13   

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

14 

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

15 

 

3.1.2 Transparansi  

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang 

akuntabel dapat digunakan beberapa yang telah di sesuaikan.  Indikator 

Transparansi menurut permendagri no.113 tahun 2014 : 

No Indikator No Kuisioner 

1 Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan 

pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan 

16   

2 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat 

18  
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secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah 

diakses oleh masyarakat 

3 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota 

melalui camat 

22 

 

3.1.3 Partisipasi  

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang 

akuntabel dapat digunakan beberapa yang telah di sesuaikan. 

No. Indikator No Kuisioner 

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

terutama berkaitan dengan gagasan atau ide yang 

menyangkut kepentingan bersama.  Wujud partisipasi 

dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut 

menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam 

rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan terhadap 

program yang ditawarkan. 

23 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan 

sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan 

penjabaran program.  Partisipasi dalam pelaksanaan 

merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas 

sebelumnya, baik yang berkaitan  dengan perencanaan, 

pelaksanaan maupun tujuan. 

26  

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari 

hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan 

dengan kualitas maupun kuantitas.  Dari segi kualitas dapat 

dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat 

dilihat dari persentase keberhasilan program. 

29 

 

3.1.4 Pengelolaan Dana Desa 

No Indikator No Kuisioner 

1 Pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis, 

menghindari pengeluaran boros dan tidak produktif. 

30 

2 Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, untuk 

mencapai kesejahteraan desa. 

31 

3 Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata tidak hanya 

terkonsentrasi pada kelompok masyarakat desa tertentu 

33 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive). 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam 

melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang di teliti 

dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.  Mempertimbangkan 

hal di atas dan membatasi penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Desa 

yang berada di Kecamatan Natar Lampung Selatan.  Alokasi dana desa diberikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan potensi-potensi desa.  Potensi desa yang ada 

harus diimbangi dengan aparatur desa yang mampu mengelola potensi-potensi 

desa tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan.  Hal inilah yang mendorong 

peneliti tertarik untuk memilih lokasi di Kecamatan Natar Lampung Selatan 

sebagai lokasi penelitian  untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. 

 

3.4 Sampel Penelitian 

Menurut  Moleong (2005) pada dasarnya penelitian kualitatif mengambil jumlah 

informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya.  Oleh 

karena itu, peneliti terlebih dahulu menentukan informan dalam memperoleh 

informasi yang diharapkan.  Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, 

yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan 

kriteria.  Desa yang ada di Kecamatan Natar antara lain desa Bandar Rejo, Banjar 

Negeri, Branti Raya, Bumi Sari, Candi Mas, Haduyang, Hajimena, Krawang Sari, 

Mandah, Merak Batin, Muara Putih, Natar, Negara Ratu, Pancasila, Pemanggilan, 
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Purwosari, Rejo Sari, Rulung herok, Rulung Raya, Sidosari, Sukadamai, dan desa 

Tanjung Sari.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka informan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 Informan terkait pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Natar 

No Informan 

1 Kepala Desa 

2 Sekretaris Desa 

3 Kepala Urusan Keuangan 

4 Kepala Seksi  Pemerintahan 

5 Badan Permusyawaratan Desa 

6 Masyarakat Desa  

7 Kepala Kecamatan Natar Lampung Selatan 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi  

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009) observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.  Metode ini 

digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang 

tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang 

sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi 
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sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan serta kendala-kendala dalam penganggaran dan 

kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati hasil dari kegiatan pemberdayaan dan 

pembangunan desa serta penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan tujuan 

diberikannya alokasi dana desa sebagai acuan pelaksanaan kegiatan melalui 

penggunaan alokasi dana desa.  Pengamatan tersebut bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian antara program-program yang telah dibuat dengan pelaksanaannya.  

Melalui pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

3.5.2 Kuisioner 

Disebutkan dalam Arikunto (2006) kuisioner adalah sejumlah pertanyaan yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

pribadinya.adapun pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pertanyaan berstruktur.  Pertanyaan berstruktur bertujuan agar jawaban yang 

diberikan oleh responden dapat dibatasi, hal ini bertujuan agar peneliti 

memperoleh informasi berupa  jawaban tertulis mengenai informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian dari responden.  Kuisioner berisi daftar pertanyaan 

mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh tim 

pelaksana, dimana pertanyaan tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan hingga pertanggungjawaban. 



26 
 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan 

proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah 

dipahami dan diinterprestasikan (Indriantoro & Supomo, 2014). 

 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi 

data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan di 

interpretasikan.  Analisis ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

range, sum, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.  

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu 

karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test 

(kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk 

diukur.  Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian.  Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila 
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koefisien korelasi r = 0,05, jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,05 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “Tidak Valid”. 

 

3.6.3 Uji Realibilitas  

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang 

(Sudjana, 2005)  Pengukuran reliabilitas tersebut dilakukan dengan menggunakan 

rumus alpha ronbach, apabila nilai alpha > 0.70 maka instrument yang digunakan 

adalah reliable. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

5.1 Simpulan  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, 

partisipasi, dan pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan.  Adapun hasil analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa  indikator 

akuntabilitas yang belum maksimal diterapkan 

2. Penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa indikator 

akuntabilitas yang belum maksimal diterapkan 

3. Penerapan partisipasi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan masih belum maksimal, karena beberapa indikator 

partisipasi belum maksimal diterapkan dan masih kurangnya partsipasi aktif masyarakat 

yang ada. 
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4. Penerapan pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan sudah menerapkan efisiensi dan penghematan dalam 

penggunaan dana serta alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan pelayanan 

masyarakat desa sehingga dikatakan baik. 

 

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan 

aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip transparansi, dan partisipasi dalam 

pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa 

maupun dari sisi masyarakat. 

 

 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:  

1. Kehandalan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

nampak belum teruji dengan baik, karena terdapat beberapa indikator yang dieliminasi 

(validasi). Peneliti menduga kemungkinan adanya faktor lain yaitu penerjemahan yang 

kurang baik, terutama setting bahasa yang belum sesuai dengan kondisi responden. 

2. Menggunakan skala likert 1 s.d 3, sehingga belum maksimal dalam merumuskan hasil 

dari jawaban responden. 

3. Sampel pada penelitian ini hanya desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan.  Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan 

terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan diluar sampel. 
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5.3 Saran  

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan diatas maka penulis menyarankan agar 

penelitian selanjutnya :  

1. Penelitian selanjutnya dilakukan setting bahasa untuk kuisioner agar lebih mudah 

dipahami  oleh responden. 

2. Penelitian selanjutnya menggunakan skala likert 1 s.d 5 agar lebih maksimal untuk 

mengambil kesimpulan. 

3. Perlu dilakukan pengembangan indikator instrument penelitian yang disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan objek yang diteliti.  

4. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian agar bisa 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 
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